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Jakarta, l7 Maret 2015

Kepada Yth.
Kepala Badan Koor&nasi Penataan Ruang Daerah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Abdul Muis No. 66

Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Konfirmasi atas Sanksi Sehubungan dengan Tidak Adanya SP3L serta
Keterkaitan antara Sanlisi yang Diterapkan oleh Pemerintafi Propinsi DKI Jakarta
dengan Konsep Hunian Berimbang yang Diatur di Dalam Undang-undang Nomor
20 tahun 201I

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami memohon penjelasan dari Bapak/lbu sehubungan dengan rencana rransaksi

klien kami, yang berkaitan dengan ketentuan-ketenruan di bidang perumahan dan permukiman.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami mencatat beberapa hal

sebagai berikut:

l. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No. 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan

Lokasi/Lahan Tanpa Izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("Kepgub
64011992"). setiap pembebasan lokasi/lahan seluas 5.000 m' atau lebih dan arau kurang
dari 5.000 m' yang terletak pada jalur protokol yang dilakukan oleh badan/perorangan
wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/L"ahan
(SP3L) dari Gubernur DKI Jakarta.

2. Bahwa dalam hal badan/perorangan melakukan pembebasan lokasi/lahan tanpa terlebih
dahulu memperoleh SP3L, maka badan/perorangan tersebut akan dikenakan alternatif
sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dari Kepgub 64011992 ("Sanksi"), yairu
sebagai berikur:

a. Gubernur Kepala Daerah dapat menguasai lokasi/lahan dimaksud untuk diatur dan

diretapkan lebih lanjut pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau;

b. Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan pencadangan lokasi/lahan dimaksud
kepada pihak lain dengan ketentuan penyelesaiannya diarur lebih lanjut oleh

Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau;

c. Kepada Badan/Perorangan yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan untuk
mengajukan permohonan SP3L dengan Persyaratan sesuai dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Khusus Daerah lbukota Jakarta No. 540 tahun 1990

tanggal 3l Maret 1990, dan/atau Surat lzin Penunjukkan Penggunaan Tanah

dengan persyaratan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus

Daerah lbukota Jakarta No. Da. lll3ll1l1972 tanggal 2 Februari 1972 tentang

Penyempurnaan Prosedur Permohonan lzin Penunjukan Penggunaan t^""h,ffi 
_
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dikenakan kewajiban tambahan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, sebagai berikut:

(i) Diwajibkan terlebih dahulu membiayai dan membangun rumah sampai siap
huni Rumah Susun Murah (RSM) beserta fasilitasnya seluas 20%o dari areal
manfaat secara komersial yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan
oleh Gubernur DKI Jakarta;

(iD Diwajibkan terlebih dahulu membiayai dan membangun sampai siap pakai
bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan
kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur DKI 

_f 
akarra;

(iii) Diwajibkan membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana
dan atau, prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang
ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Bahwa di dalam butir pertama dari Kepurusan Gubernur DKI Jakarra No. 1934 Tahun
2002 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun
Murah/Sederhana yang Dikonversi dengan Dana oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT
("Kepgub 193412OO2") diatur sebagai berikut:

" Perltitungan nihi keuajiban pcnyediaan bangunan Rumah Susun Murah/Sedohana yang
dihonueni dengan dtna olcb para pengcmbang ?emegdng SIPPT, dengan rumusan sebagai
berihut:

a. Apabik pengembang ahan membangun dan mengcloh hewajiban Rumah Susun

Murah/Scderhana lang tel4h ditetaphan scsuti tercantum dahm SIPPT dan bangunan
beserta fasilitasnya (Standar Rumah Suun Murab/Scderhana, Dinas Ptumaban),

?enem?dtdn dan harga bangunan ditctaphan oleh Gubernur Propiui Daerah Khusus

Ibuhota Jakarta.

b. Apabil"a untuk membangun Rumah Swun Murah/Sederhana yang telah ditetapkan
daltm SIPPT dihibahhan (Konuersi) mahd ?e/hitungan nihi:

6% x Luas Efektif x (NIOP SIPPT Terbit + NJOP Terahhir) / 2)"

Bahwa berdasarkan Pasal l4 ayat (1) hurufh dari Undang-Undang No. 20 Tahun 20ll
Tentang Rumah Susun ("UU Rusun"), perencanaan pembangunan rumah susun

dilaksanakan berdasarkan konsep hunian berimbang, Iebih lanjut dalam Pasal 16 ayar (2)

UU Rusun disebutkan sebagai berikut:

"Pelahu pembangunan rumah susun homeruial sebagaimana dimahsud pada ayat (l) wajib

menyediahan rumah susun umum rhurang-hurangnya 20o/o (dua puluh pcr:en) dzri total luas

hntai ramah rutun homeruial yng dibangun. " ,
0r(
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Sehubungan dengan hal-hal yang kami utarakan di atas, kami ingin meminta konfirmasi/pen,ielasan
dari Bapak/lbu atas hal-hal sebagai berikut:

l. Kami mencarar bahwa di dalam butir b dari butir perrama Kepgub 193412002 dicantumkan
suatu rumusan perhitungan nilai yang kami asumsikan sebagai suaru bentuk kompensasi
(mohon merujuk pada butir 3 di atas) ("Kompensasi"). Terkait dengan hal ini, kami pernah
melakukan konsultasi lisan ke Dinas Tata Ruang Provinsi DK[ Jakarta, dan dari konsulrasi
tersebut kami mendapatkan konfirmasi bahwa Kompensasi merupakan alternatif dari
Sanksi, dan dalam hal pengembang dikenakan kewajiban Kompensasi maka pengembang
tidak lagi dibebani oleh Sanksi.

Dari kajian kami terhadap Kepgub 193412002, kami tidak menemukan ketentuan yang
menghubungkan antara Sanksi dengan Kompensasi. Atas hal ini, kami mohon konfirmasi
Iebih lanjut mengenai keterkaitan antara Sanksi dengan Kompensasi dan apakah apabila
klien kami telah membayar Kompensasi sebesar 6o% x Luos Efektif x ((tlJOP SIPPT Terbit
+ NJOP Terakhir) / 2), klien kami tidak lagi diwa.iibkan unruk melakukan pembangunan
RSM sebagaimana disebut dalam butir 2 (c) butir I di atas dan hunian berimbang dalam
butir 4 di atas.

2. Dalam hal terhadap klien kami telah diberlakukan Sanksi maupun Kompensasi dikarenakan
tidak adanya SP3L, apakah terhadap klien kami masih diberlakukan kewajiban pelalsanaan
konsep hunian berimbang sebagaimana diatur di dalam UU Rusun sebagai kewajiban yang
terpisah atau rambahan dari sanksi tersebut dalam butir 2 (c) di atas?

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Bapak/lbu dapar
memberikan tanggapan positif atas permohonan kami ini, sehingga nantinya maksud dan tujuan
klien kami dapar berjalan dengan baik dan sesuai dengan kerenruan peraturan perundang-undangan
di bidang perumahan dan permukiman.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/lbu, sebelum dan sesudahnya, kami ucapkan rerima kasih.

,AFIAH PONGGAWA & PARTNERS
Hormat kami,

Linna Simamora, S.H,, LL.M.


